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ABSTRAK 

Ibu kota merupakan adalah pusat dari suatu negra yang memiliki sebuah 

peran utama dalam pemerintahan yang secara kedudukanya sudah dilandasi oleh 

aturan hukum yang berlaku. Ibu kota menjadi pusat perekonomian utama dari suatu 

wilayah yang juga dijadikan sebagi pusat dari kekuatan politik yang memiliki peran 

penting sebagi roda penggerak suatu negara. Penelitian ini menganalisis 

pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari perspektif konstitusional dan 

implikasi hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemindahan IKN 

yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menimbulkan 

berbagai perdebatan, baik dari segi hukum maupun implementasinya. Dalam kajian 

konstitusional, Indonesia tidak memiliki aturan eksplisit dalam UUD 1945 

mengenai prosedur pemindahan ibu kota, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait 

legitimasi hukum serta mekanisme yang digunakan pemerintah. Dari sisi implikasi 

hukum, pemindahan IKN berdampak pada berbagai aspek, termasuk perubahan 

struktur pemerintahan, regulasi daerah khusus, serta sistem administrasi negara. 

Proses pembentukan regulasi yang terkesan terburu-buru juga menjadi sorotan 

dalam perspektif hukum tata negara. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama 

untuk mengetahui bagaimana pemindahan ibu kota negara ditinjau dari aspek 

konstitusional, kedua untuk mengetahui implikasi hukum pemindahan ibu kota 

terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis 

dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemindahan ibu kota 

bertujuan untuk pemerataan pembangunan, terdapat tantangan hukum yang harus 

diatasi, seperti kesesuaian dengan regulasi, partisipasi publik, serta kepastian 

hukum terkait status kelembagaan IKN. Oleh karena itu, penelitian ini 

merekomendasikan adanya kajian lebih mendalam serta perumusan kebijakan yang 

lebih transparan dan partisipatif agar pemindahan IKN dapat berjalan sesuai dengan 

prinsip-prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Kata Kunci: Undang-Undang IKN, Konstitusi, Implikasi Hukum, Sistem 

Ketatanegaraan. 
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ABSTRACT 

The capital city is the center of a country that has a major role in government 

whose position has been based on the applicable laws. The capital city becomes the 

main economic center of a region which is also used as the center of political power 

which has an important role as the driving force of a country. This study analyzes 

the relocation of Indonesia's National Capital City (IKN) from a constitutional 

perspective and its legal implications in the Indonesian constitutional system. The 

relocation of the National Capital City, which is based on Law Number 3 of 2022, 

has raised various debates, both in terms of law and implementation. In 

constitutional studies, Indonesia does not have explicit rules in the 1945 

Constitution regarding the procedure for relocating the capital city, raising 

questions regarding the legal legitimacy and mechanisms used by the government. 

In terms of legal implications, moving the capital city has an impact on various 

aspects, including changes in government structure, special regional regulations, 

and the state administration system. The process of forming regulations that seem 

to be rushed is also a highlight in the perspective of constitutional law. The purpose 

of this research is, first, to find out how the transfer of the national capital is viewed 

from the constitutional aspect, second, to find out the legal implications of moving 

the capital city on the Indonesian constitutional system. This research uses 

normative juridical method with legislative approach and document analysis. The 

results show that although the relocation of the capital city aims to equalize 

development, there are legal challenges that must be overcome, such as conformity 

with regulations, public participation, and legal certainty related to the institutional 

status of IKN. Therefore, this study recommends a more in-depth study and a more 

transparent and participatory policy formulation so that the relocation of IKN can 

run in accordance with the principles of the constitution and applicable law in 

Indonesia. 

Keywords: IKN Law, Constitution, Legal Implications, State Administration 

System. 
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MOTTO 

 

“Hidup adalah perjuangan, siapapun kita, dimanapun kita, berjuang adalah tujuan 

hidup, maka hiduplah sekali hiduplah yang berarti, dan sebaik-baik manusia 

adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Inilah inti dari perjuangan” 

(K.H Heru Siful Anwar, MA) 

 

"Jadilah pembeda di lingkunganmu, karena dunia tidak berubah oleh mereka yang 

mengikuti arus, tetapi oleh mereka yang berani melawan arah demi kebaikan." 

(Ahmad Asha Rifaldi) 

 

"Jangan dengarkan apa kata orang yang meragukanmu, karena impianmu adalah 

milikmu, bukan milik mereka. Terus melangkah, buktikan dengan aksi, bukan 

dengan penjelasan." 

(Ahmad Asha Rifaldi) 

 

“Mimpi yang dicapai melalui perjuangan membawa kebahagiaan yang lebih 

mendalam, karena setiap luka akan menjadi mendali dan setiap peluah akan 

menjadi bukti bahwasanya kita pernah berjuang.” 

(Ahmad Asha Rifaldi) 
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